
WALIKOTA SERANG 
PROVINSI BANTEN 

I 

PERATURAN WALI KOTA SERANG 
NOMOR 30 TAHUN 2022 

]  TENTANG 
I 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
I KOTA SERANG TAHUN 2022 

WALi KOTA SERANG, 
Menimbang : a. b wa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343 

Peratran Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

I Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
I Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
I Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
I Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
I . Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

P I .  D  ah  R  p  b  J  k  anjang aere » encana 'em vangunan an g .a  
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

I Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan 

I 

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya 
I 

dalam tahun berjalan menunjukkan adanya 
I ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2022; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

2. Undang-Undang . . . . .  
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2. IJ�clang-Undang Nomor 1 7  Tahnn 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 

I Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4700); 

!  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 
I Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4748); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
I  

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
! Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
I  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
· dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

I Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
I  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

I 5679); 
i  .  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
! 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
I 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

! 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

!  

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178 ) ;  

8. Peraturan . . . . .  

tentang 
Republik 
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dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

I  Nomor 1312) ;  
1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 

i 

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

I 

! 2018 Nomor 139); 
I  

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
I  

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
I Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14 ) ;  
i  

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

i 

1447) ;  

I  

8, Pet atureLn Pemerintah Nomor 12 Te<.hun 2019 tenteng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 3 2 2 );  9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2z0Z0 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

I Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);  
10 .  Petjaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7  tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

i Ev,luasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

I Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
! Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
I 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
I 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419 ) ;  

16 .  Peraturan . . . . .  
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te1tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Pr1vinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan 

Lefbaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26); 
17.  Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 
I 

'Tl 01o_ngn (lpmharan Daerah Drainei Ranten --,--- - - - -  ---- \---------- --- .. ---- - -- · - - -- -  -�-�--- 

Tahun 2011  Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
! Provinsi Banten Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
I dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 
I 

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
! Nomor 2 Tahun 2 0 1 1  tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah 
I 

. . '. ,1  Davin<i anten a un 9 0 1 '7  Namor 'amhahan l a  . a .  

Le�baran Daerah Provinsi Banten Nomor 69); 
I  

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 
I  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
l 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran 
i Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
i 

proyinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang 
1 

b ah . .  Peru. ahan Atas Peraturan Daer: Provinsi Banten 
Nomor 7 Tahun 2017 ten tang Rencana Pembangunan 

I Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017­ 
2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 

!  
I  Nomor 10); 
I  19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2022 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Provinsi Banten Tahun 2022 (Lembaran Daerah 
Provinsi Ban.ten Tahun 2022 Nomor 17); 

20 . Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kota Serang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota 
Serang Tahun 2009 Nomor 2); 

2 1 .  Peraturan . . . . .  
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21. PJaturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 
I  

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
\ 

Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 
I 

2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
i Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 
I  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Serang 
i Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lemharan 

Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9); 
I  22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran 
i Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana 
i telah diubah dengan Peraturan Daerah Kata Serang 
! 
! 

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peruhahan Atas 
! 

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 
j  

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
i 

Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 (Lembaran 
! Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 2); 
I  23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang 
I 

Tahun 2020-2040 (Lemharan Daerah Kota Serang 
i 

Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
! 
i Kota Serang Nomor 8); 
I  

24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 1  Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota 
Serang Tahun 2022 Nomor 1 1 ) ;  25. Peraturan Wali Kata Serang Nomor 75 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kata Serang 

Tahun 2022 (Berita Daerah Kata Serang Tahun 2021 

Nomor 140); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG 

TAHUN 2022. 

BAB!  . . . . .  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 

I 1 .  Daerah adalah Kota Serang. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah clan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah menurut azas 
otonomi dan tugas rlembantuan dengan prinsi� otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan l prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaks, d dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

[ 

Indonesia Tahun 1945. 
!  

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
I 

yang menjadi kewenangan daerah otonom 

4. W ali Kota adalah W ali Kota Serang . 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan 
' 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
; 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan Perencanaan 'Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang 

i 
perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengemhangan 

i 

7 . Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
I 

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
I 

20 (dua puluh) tahunan. 
! 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun. 
I 

9 ,  Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
i 

adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode l (satu) tahun. 
i 

10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

1 1.  Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun. 

1 2 .  RKPD . . . . .  
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I  
12. RKPD T!'lhl.'.!cn 2022 a

1
B1�h Renc-�=m� KPr.j� P@rnerip.fahn�.er.&h Kot� S.e:r�ng 

Tahun 2022. 
l  

13.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

BAB II 
PERUBAHAN RKPD 

i Pasal 2 
I 

(1)  Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan maksud sebagai berikut: 
I 

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Renja 
Perangkat Daerah Tahun 20; 

b. landasan penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas 
I dan plafon anggaran sementara perubahan untuk menyusun perubahan 
I 

APBD Tahun Anggaran 2022. 
i  

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
·. .-. l.. . tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. 

Pasal 3 
i 

(1 )  Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menguraikan 
! 

program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan 
! 

kelompok sasaran yang mengalami perubahan maupun yang tidak 
mengalami perubahan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  disusun dengan 
I 

sistematika sebagai berikut: 
i a. BAB I Pendahuluan; 

Evaluasi Hasil Triwulan II RKPD Tahun 2022; 

Kerangka Fkonomi dan Kenangan Daerah; 
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; 
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 
Penutup. 

(3) Isi beserta uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan W a1i Kota ini. 

BAB III . . . . .  

b. BAB II 

c. BAB III 

d. BABIV 
e. BABV 
f. BAB VI 
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BAB III 

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal 3 Agustus 2022 
WALi KOTA SERANG, 

Pasal 4 

PELAKSAN!AAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022 
I  

I  

I  
I  

Perubahan RKPD Tahun\2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan 
i 

daerah berlaku terhitung i sej� 'k tanggal ditetapka..11. samp�i deng�f'), ta:nggal 3 1  
Desember 2022. I  

I  

I  
I  

I. 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
! 
I 

i Pasal 5 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang. 

I 

i 

I 

SYAFRUDIN 

Diundangkan di Serang 
pada tanggal 3 Agustus 2022 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, 

I 

=EZ..> 
I EFUDIN 
! 

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 226 
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BABVI 
PENUTUP 

I Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2022 disusun dalam rangka 
· ke rke i'  da c . . menjamin eterlaitan ian onsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan sekaligus sebagai penjabaran pelaksanaan 
I tahun keempat atas dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang Tahun 2018-2023. Substansi RKPD 
ini merupakan hasil sinkronisasi antar pelaku kepentingan (stakeholders), 

baik ditingkat Kota �erang, Provinsi Banten dan Nasional dengan 
memperhatikan permasalahan yang dihadapi, khususnya masih dalam upaya 
penanggulangan pandemil Covid-19 beserta dampaknya. 

' Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2022 menjadi acuan penyusunan 
I 
I Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan menjadi 
i landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
i serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, yang 
l 

selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan 
l 

' Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022. 
I  

Keberhasilan pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kota Serang Tahun 2022 memerlukan komitmen dan kerjasama seluruh 

i stakeholders pembangunan guna mendukung program pembangunan dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang. 

' Dokumen ini diharapkan mampu mengomunikasikan dan menyinergikan 
secara berkelanjutan 
evaluasi pelaksanaan 
ditetapkan. 

antar pelaku pembangunan, selain menjadi media 
i 

kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah 
i 

WALI KOTA SERANG, 

SYAFRUDIN 


